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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat

disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Kesadaran Hukum
Pengendara Remaja di MAN 1 Pasaman adalah pertama faktor
masyarakat sendiri yang membawa pengaruhan terhadap
ketidaksadaran hukum pengendara, kedua faktor minimnya sosialisasi
yang dilakukan kepolisan sehingga masih ada pengendara remaja yang
tidak mengerti akan aturan dalam berkendara, tiga faktor lingkungan,
dan penggunaan kendaraan oleh anak sekolah (remaja)

2. Upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara
remaja di MAN 1 Pasaman yaitu:Pertama, Edukasi dan sosialisasi,
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya
menaati peraturan lalu lintas serta konsekuensi hukum bagi
pelanggar, kedua Pengawasan dan imbauan, Melakukan patroli serta
memberikan peringatan kepada pengendara untuk meningkatkan
kesadaran dalam berkendara, ketiga Penegakan hukum secara
bertahap, menerapkan sanksi tilang dan juga penyitaan kendaraan
bagi pelanggar sebagai bentuk disiplin, dengan tujuan memberikan
efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas

3. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hakikat Siyasah Dusturiyah,
bahwa kesadaran terhadap hukum merupakan salah satu bentuk
ketaatan kepada seorang pemimpin peraturan atau undang-undang
yang dibuat seorang pemimpin merupakan salah satu yang membawa
mayoritas umat kepada kemaslahatan. Yang mana ia ditetapkan untuk
mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam mengendarai
kendaraan. Terutama tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok

ajaran Islam dan apalagi bertolak belakang dengan dalil yang qath’i
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kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang

dikehendaki syara’.

5.2 Saran

Skripsi ini penulis rekomendasikan pada pihak-pihak terkait dalam

rangka meningkatkan peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas

oleh Pengendara.

1.

Untuk remaja kususnya di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap
kepatuhan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi dalam mengendarai
kendaraan hal itu demi tercapainnya Keselamtan Lalu Lintas.
Perlunya di lakukan sosialisasi dengan lebih rutin dari pihak
kepolisian SatLantas terhadap masyarakat terutama pengendara
tentang pentingnya sadar akan hukum demi menjaga keselamatan
dalam berlalu lintas dan untuk menciptakan tertib lalu lintas yang
efektif secara maksimal di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman

Untuk orang tua, perlu meningkatkan pengawasan pada anak.
Contohnya tidak memberi izin kepada anak untuk mengendarai
sepeda motor karena masih belum cukup umur, tidak membeli sepeda
motor untuk anak yang dikhususkan untuk mereka karena tindakan
tersebut dapat meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa SIM serta demi

keberlangsungan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan.
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